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ANUGERAH, MUHAMMAD RIZKI. 2025. KEBIJAKAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY . Program Mangister Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr.
Achmad Faishal, S.H.,M.H.. 110 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Cryptocurrency; Pencucian Uang; Penegakan Hukum.

Perkembangan Teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh besar terhadap
kehidupan manusia, salah satu teknologi terbesar dalam ranah keuangan yaitu
Cryptocurrency, di Indonesia Cryptocurrency di akui sebagai aset digital hal ini diatur
dalam Peraturan BAPPETI Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Meskipun regulasi
indonesia memberikan ketentuan teknis yang jelas bagi platform yang ingin
memperdagangkan aset kripto harus mendapat izin BAPPETTI agar dapat beroperasi
secara legal. kendati demikian kemajuan teknologi melalui Cryptocurrency ini
memiliki potensi sebagai sarana pencucian uang dengan platform Ilegal. Perlunya
pemahaman Aparat Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang melalui
Cryptocurrency, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah apa saja kendala
Pembuktian yang di hadapi dalam menangani kasus tindak Pidana Pencucian Uang
dengan Cryptoccurency dan bagaimana langkah serta strategi dalam menghadapi
Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptoccurency secara llegal. Metode
Penelitian yang digunakan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan
tipe Penelitian Hukum Doktrinal hasil dari penelitian ini adalah Pembuktian dari
TPPU menggunakan cryptocurrency atau aset kripto tidak dapat dilakukan
dikarenakan unsur orang (persoon) dari frasa setiap orang untuk pelaku dapat
diidentifikasi identitasnya disebabkan teknologi dari cryptocurrency atau aset kripto
dapat digunakan secara anonim (anonymous). Kendala yang dihadapi dalam
penerapan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money
laundering saat ini hanya ada satu regulasi terkait penindakan kejahatan yang
melibatkan mata uang digital yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana.
Peraturan ini dipandang belum cukup, sebab hanya dapat mengikat bagi penegak
hukum di bawah lembaga kejaksaan dan tidak mengatur prosedur penyitaan mata
uang digital yang terdesentralisasi maka perlu membuat rangka pembaharuan hukum
pidana di Indonesia selain itu juga Melakukan kerjasama internasional untuk
membasmi jaringan pencucian melalui cryptocurrency. Kedua langkah strategi dalam
menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Mengugnakan Cryptocurrency
adalah Memperluas substansi pengaturan dengan tidak hanya menyasar aset kripto
yang tersentralisasi, tetapi juga aset kripto yang terdesentralisasi yang berkaitan
dengan tindak pidana, Peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis aparat
penegak hukum mengenai seluk beluk mata uang digital dan kripto, Kolaborasi
multipihak yang intensif dengan melibatkan aparat penegak hukum dengan kepakaran
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ABSTRACT

Keywords: Cryptocurrency; Money Laundering, Law Enforcement.

The rapid development of technology has a major impact on human life, one of the
largest technologies in the financial sector is Cryptocurrency, in Indonesia
Cryptocurrency is recognized as a digital asset, this is regulated in BAPPETI
Regulation Number 5 of 2019 concerning technical provisions for the Implementation
of the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange, although
Indonesian regulations provide clear technical provisions for platforms that want to
trade crypto assets must obtain permission from BAPPETI in order to operate legally.
However, technological advances through Cryptocurrency have the potential to be a
means of money laundering with Illegal platforms. The need for Law Enforcement
Officers to understand Money Laundering Crimes through Cryptocurrency, so the
purpose of this study is what are the obstacles to Evidence faced in handling cases of
Money Laundering Crimes with Cryptocurrency and what steps and strategies are
taken to deal with Money Laundering Crimes through Cryptocurrency Illegally. The
research method used is the Normative Legal Research method with the Doctrinal
Legal Research type, the results of this study are Proof of TPPU using cryptocurrency
or crypto assets cannot be done because the element of the person (person) of the
phrase each person for the perpetrator can be identified because the technology of
cryptocurrency or crypto assets can be used anonymously. The obstacles faced in
implementing criminal law enforcement policies to combat money laundering are
currently only one regulation related to the prosecution of crimes involving digital
currency, namely the Attorney General's Guidelines Number 7 of 2023 concerning the
Handling of Crypto Assets as Evidence in Criminal Cases. This regulation is
considered insufficient, because it can only be binding on law enforcers under the
prosecutor’s office and does not regulate the procedure for confiscating decentralized
digital currency, so it is necessary to create a framework for renewing criminal law in
Indonesia in addition to carrying out international cooperation to eradicate
laundering networks through cryptocurrency. The two strategic steps in dealing with
Money Laundering Crimes Using Cryptocurrency are Expanding the substance of the
regulation by not only targeting centralized crypto assets, but also decentralized
crypto assets related to criminal acts, Increasing the knowledge and technical
capabilities of law enforcement officers regarding the ins and outs of digital currency
and crypto, Intensive multi-party collaboration involving law enforcement officers
with expertise in intelligence, finance and banking, as well as experts from actors, and
International Cooperation
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